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011700143
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EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Akhir-akhir ini penolakan pemakaman jenazah orang yang meninggal karena
virus Corona (Covid-19) semakin marak. Terjadinya penolakan penguburan
terhadap jenazah positif virus corona yang saat ini terjadi salah satunya adalah
dikarenakan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat kalau virus corona yang ada
dalam tubuh jenazah tersebut akan menular.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi hukum
terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid 19 dan apakah faktor
penyebab terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid 19.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pacga peraturan
perundangan yang berlaku.
Simpulan, Adapun sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman
jenazah Covid-19 adalah diancam dengan nidana penjara sclama-lamanya 1 (satu)
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Pasal 14
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
Sedangkan faktor penyebab terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid 19
adalah kurang pengetahuan dan informasi. kekhawatiran menjadi sumber
haran virus corona. ketakutan vang berlebihan, kurang sosialisasi dan edukasi
rakat dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
dasi, Kepada pemerintah hendaknya memberikan sosisalisasi dan edukasi
tentang penanganan jenazah yang meninggal akibat COVID-19 dan
y yang benar sehingga tidak terjadi penolakan.

19, Penolakan. Sanksi Hukum
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BARB 1V
PENUTUP

A, kesimpulan

I. Sanksi Hukum Terhadap p

Covid 19 ¢laku Yang Menolak Pemak
Vi

aman Jenazah

Adapun sanksi hukum terthadap pelaky Yang menolak pemakaman

jenazah Covid-19 diatur dajam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1984 tentang Wabah Penyzkit Menular vang berbunyi:

) Barang siapa dengan  sengaja menghalangi  pelaksanaan
penanggulangan  wabah scbagaimana diatur  dalam Undang-
Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya |
(satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah).

2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya
pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sctinggi-tingginya Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) adalah pelanggaran.

Selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, KUH Pidana pun
mengatur lebih lanjut terkait penoiakan pemakaman jenazah, sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau mengha]a‘mi-hafzz:]g: ;i;::
yang diizinkan untuk masuk ke suaw kuburan atau p(;]m 'Tda riigih
yang diizinkan untuk masuk ke sesuatu kuburan, :p! aantau i
pidana penjara selama-lamanya satu hu]an_dlia minggu
Sehanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah™.

;ér-") G
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